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Oleh 
 
 

SYAIFA NANDA PRATIWI 
 

 
 

 
Kesenjangan digital gender merupakan salah satu permasalahan yang belum 

dapat diatasi oleh pemerintah Korea Selatan sehingga penting bagi pemerintah 
untuk dapat menanggapi tuntutan internasional dalam menyediakan akses dan 
peluang TIK setara antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menganalisis 
proses lokalisasi norma internasional yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 
2013-2017 dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang TIK terutama 
pada infrastruktur, pemanfaatan, dan pendidikan TIK sebagai tiga komponen 
pembentuk kesenjangan digital di Korea Selatan.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta teori Feminisme Sosialis 
yang digunakan dalam melihat bagaimana seharusnya perempuan sebagai 
kelompok dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki, dan teori Lokalisasi Norma 
yang digunakan dalam melihat difusi norma serta upaya pemerintah dalam 
meningkatkan pemberdayaan perempuan dan TIK melalui empat kondisi yang 
menjadi tolak ukur terjadinya lokalisasi norma internasional.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) pada proses pra-lokalisasi, 
struktur patriarki menjadi hambatan bagi perempuan dalam mengakses TIK; 2) 
pada proses inisiatif lokal, pendekatan gender mantan Presiden Kim-Dae Jung dan 
pendirian MOGEF mulai membuka peluang bagi perempuan dalam mengakses 
TIK; 3) pada proses adaptasi, berbagai advokasi internasional mengenai 
pemberdayaan perempuan di bidang TIK mulai di adopsi oleh pemerintah; 4) pada 
proses amplifikasi, kebijakan yang dikeluarkan di tahun 2013-2017 berfokus pada 
komponen pendidikan seperti edukasi dan pelatihan TIK di bidang STEM dan 
ketenagakerjaan daripada komponen infrastuktur dan pemanfaatan internet.  

 
Kata kunci: Kesenjangan digital gender, Lokalisasi norma, Korea Selatan, 
Pemberdayaan perempuan, TIK



 

 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 

INTERNATIONAL NORMS LOCALIZATION OF WOMEN’S 
EMPOWERMENT ON INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY (ICTs) IN SOUTH KOREA: STUDY CASE 2013-2017 
 
 
 

By 
 
 

SYAIFA NANDA PRATIWI 
 
 
 
 

The gender digital divide is one of the problems that the South Korean 
government has not been able to overcome, so it is important for the government to 
be able to respond to international demands by providing equal access and 
opportunities for ICT between men and women. This research analyses the process 
of localization of international norms carried out by the government in 2013-2017 
in increasing women's empowerment in the field of ICT, especially in 
infrastructure, utilization, and ICT education as three components that form the 
digital divide in South Korea. This research uses qualitative methods and uses the 
theory of Socialist Feminism which is used in seeing how women as a group can 
achieve equality with men, and the theory of Norm Localization which is used in 
seeing the diffusion of norms and government efforts in increasing women's 
empowerment and ICT through four conditions that have come to be used as a 
standard to measure the localization process of norms. The results of this study 
indicate that; 1) in the pre-localization process, patriarchal structures becomes a 
challange for women in accessing ICT; 2) in the local initiative process, former 
President Kim-Dae Jung's gender approach and the establishment of MOGEF start 
opening opportunities for women in accessing ICT; 3) in the adaptation process, 
several international advocacies on women's empowerment in the ICT sector began 
to be adopted by the government; 4) in the amplification process, policies issued in 
2013-2017 focused on educational components such as ICT education and training 
in the STEM and employment fields rather than infrastructure and internet 
utilization components. 

 
Keywords: Gender digital gap, Norm Localization, South Korea, Women's 
empowerment, ICTs 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 
 
 

Revolusi informasi telah ada dalam kehidupan masyarakat sejak 

ditemukannya telegraf pertama kali pada abad kesembilan belas (Hull, 1997). 

Revolusi informasi ini kini telah menyebar secara luas dan telah dianggap 

sebagai salah satu hal vital bagi masyarakat untuk menjalani kehidupannya. 

Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu sektor 

penting yang hadir sebagai dampak dari adanya revolusi informasi 

(Gurumurthy, 2004). TIK sendiri didefinisikan sebagai alat penanganan 

informasi baik berupa barang, aplikasi dan layanan lain yang digunakan untuk 

memproduksi, menyimpan, memproses, mendistribusikan dan bertukar 

informasi. Alat-alat tersebut dapat berupa televisi hingga telepon, serta alat 

TIK modern seperti komputer hingga internet. Definisi ini disampaikan oleh 

United Nations Development Program (UNDP) dalam pertemuan UN ICT 

Task Force tahun 2003 (UN, 2003). Pengembangan TIK ini diyakini juga dapat 

membantu mendorong pembangunan suatu negara serta telah mengubah cara 

hidup masyarakat baik dalam belajar, bekerja hingga berkomunikasi melalui 

penyampaian layanan dan informasi dengan kecepatan dan skala yang luas 

yang belum pernah terjadi di era sebelumnya.   

Secara umum, negara-negara kawasan Asia Timur diketahui mengakses 

teknologi dan internet lebih tinggi dibanding kawasan Asia-Pasifik lainnya. 

Misalnya menurut data yang diambil dari International  Tellecommunication 

Union (ITU) dalam hal presentase individu pengguna internet tahun 2017, 

2018, dan 2019, tiga negara Asia Timur yaitu Korea Selatan, Jepang dan China 

diketahui memiliki presentase di atas rata-rata dunia. Beberapa negara di 
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kawasan Asia Timur seperti Jepang serta Korea Selatan bahkan berhasil 

menempati peringkat 5 besar terkait nilai tambah di sektor TIK di seluruh 

dunia. Tiga negara ini akhirnya berhasil dalam memimpin tren digitalisasi di 

seluruh Kawasan di Asia serta berperan penting dalam transformasi 

masyarakat digital secara global (UNESCAP, 2021). Dan Korea Selatan 

diketahui mendapat peringkat pertama dalam presentase individu pengguna 

internet tertinggi di antara negara-negara Asia Pasifik. Hal ini dapat dilihat dari 

gambar di bawah (ITU, 2021).  
 

 

 
Gambar 1. Presentase Individu Pengguna Internet di Kawasan Asia-Pasifik  tahun 2017, 
2018, 2019 berdasarkan Data ITU tahun 2020.  

Sumber: ITU (2021). Digital Trend in Asia and Pasific 2021: Information and 
Communication Technology Trend and Development in Asia-Pasific Region 2017-2020 
 
 
Namun begitu, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kesenjangan 

dalam mengakses TIK di antara masyarakat. Terdapat berbagai macam 

kesenjangan dalam hal ketidakadilan mengakses teknologi atau digital, baik 

kesenjangan dalam infrastruktur, kesenjangan dalam penyebaran informasi, 

hingga tidak relevannya informasi dan kebutuhan masyarakat. Kesenjangan 
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infrastruktur dinilai berdasarkan indikator akses ke internet dan perangkat. 

Asia dan Afrika diketahui sebagai negara yang tertinggal jauh dari negara-

negara lain dalam infrastruktur. Dalam hal penyebaran informasi, bahasa 

merupakan hal yang menjadi sebuah faktor utama kesenjangan. Hal ini 

dikarenakan 70% situs web di seluruh dunia menggunakan Bahasa Inggris 

sehingga menjadi penghalang bagi masyarakat lokal lainnya. Di sisi lain, 

kesenjangan gender merupakan fenomena yang paling banyak ditemui dalam 

kaitannya dengan kesenjangan teknologi dan digital (Gurumurthy, 2004).  

Kesenjangan digital dalam kaitannya dengan gender merujuk pada 

perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam sumber daya, kemampuan 

untuk mengakses hingga memanfaatkan TIK secara efektif (UN, 2005). 

Menurut data yang diperoleh ITU, setidaknya setengah populasi di dunia tidak 

dapat mengakses internet, yang mayoritas melibatkan wanita. Masih banyak 

pria yang mendapat manfaat lebih banyak dari penggunaan internet dibanding 

wanita.  Di kawasan Asia Pasifik, wanita diyakini menggunakan internet lebih 

rendah daripada pria dengan perbandingan 41.3% dan 43.8% di tahun 2019 

(ITU, 2021). Hubungan gender dan TIK dapat dianalisis berdasar analisis 

gender dan teknologi, dimana disebutkan bahwa teknologi bersifat sosial dan 

memiliki dampak berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kapasitas 

perempuan dalam memanfaatkan potensi TIK dibatasi akibat beberapa 

permasalahan seperti teknis infrastruktur, keterampilan komputer hingga 

kemampuan bahasa (UN, 2005).  

Di samping itu, menurut data yang dihimpun oleh World Economic Forum 

(WEF) pada tahun 2021, negara-negara di kawasan Asia Timur juga memiliki 

kesenjangan gender yang relatif tinggi diluar dari akses setara ke TIK. Dari 156 

negara yang diteliti berdasarkan kesetaraan gender dalam bidang partisipasi 

dan peluang ekonomi, pendidikan yang layak, kesehatan dan kelangsungan 

hidup hingga pemberdayaan politik, tidak ada satupun negara di kawasan Asia 

Timur yang berhasil menduduki peringkat teratas. Hanya Mongolia dan 

Vietnam yang berhasil masuk pada peringkat 100 teratas, dimana Mongolia 

mendapat peringkat 69 dan Vietnam berada pada peringkat 87. Sedangkan 

negara besar di Asia Timur menduduki peringkat yang lebih rendah dimana 
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Korea Selatan menduduki peringkat 102, China menduduki peringkat 107 dan 

Jepang berada pada peringkat 120 (WEF, 2021). Korea Selatan, terutama 

dengan pencapaian mereka dalam menjadi negara dengan presentase individu 

pengguna internet tertinggi di kawasan Asia Pasifik seharusnya dapat 

memberikan dan menciptakan transformasi masyarakat digital bagi setiap 

warga negaranya. Namun, berdasarkan data yang di himpun oleh WEF tahun 

2021 diketahui bahwa Korea Selatan menduduki peringkat 102 dari 158 negara 

dengan tingkat kesenjangan gender tertinggi (WEF, 2021). 

International Telecommunication Union (ITU) kemudian menyampaikan 

bahwa terdapat empat kategori utama pembentuk kesenjangan digital gender 

dunia yaitu kesenjangan dalam akses dan penggunaan internet, kesenjangan 

dalam keterampilan dan penggunaan perangkat digital, kesenjangan dalam 

bidang STEM, serta kesenjangan dalam kepemimpinan dan kewirausahaan di 

bidang teknologi (ITU, 2023).  Walaupun di  Korea Selatan presentase wanita 

yang lulus dari sarjana STEM meningkat selama beberapa tahun terakhir, 

namun presentase ini tidak sebanding dengan presentase lulusan  sarjana di 

bidang lainnya (UNESCAP, 2021).  
Di Korea Selatan sendiri, terdapat tiga komponen dalam mengukur indeks 

kesenjangan digital berdasarkan argumen ITU mengenai kategori utama 

pembentuk kesenjangan digital gender global yaitu infrastuktur yang mewakili 

adanya kesenjangan dalam memiliki perangkat digital seperti komputer, 

telepon seluler ataupun internet. Komponen kedua yaitu pemanfaatan yang 

mewakili adanya kesenjangan dalam frekuensi penggunaan internet dan alat 

digital. Komponen ketiga yaitu pendidikan yang mewakili adanya kesenjangan 

dalam tingkat literasi yang diberikan kepada masyarakat (Kang, 2000).  

Mayoritas penelitian mengenai TIK dan gender mengamati adanya ancaman 

ketidaksetaraan gender yeng lebih buruk yang menyertai dalam potensi besar 

TIK bagi pemberdayaan perempuan. Maka dari itu, penting bagi pemerintah 

negara untuk dapat membantu mengurangi hingga menutup kesenjangan 

gender yang terjadi baik dalam mengakses TIK ataupun dalam berbagai bidang 

lainnya seperti pendidikan, politik, kesehatan dan sebagainya (Bank, 2015). 

Hal ini dikarenakan bahwa TIK diyakini sebagai indikator penting dalam 
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mencapai pemberdayaan perempuan. TIK merupakan salah satu upaya tercepat 

dalam memberdayakan perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya 

melalui pemberian akses kepada informasi lengkap sehingga memberikan 

keuntungan dan kemudahan dalam pengambilan keputusan hingga 

mengendalikan isu yang meningkatkan kehidupan perempuan (Noor, Asghar, 

Sarwar, & Arfin, 2021). Ketidaksetaraan gender dalam mengakses TIK yang 

kemudian dikenal dengan kesenjangan digital gender merujuk pada perbedaan 

gender yang signifikan pada tingkat akses, kontrol dan keuntungan yang 

diperoleh dari berbagai perkembangan teknologi ((UN), 2005). 

Walaupun sudah terdapat kerangka normatif internasional baik melalui 

instrumen hukum, standar dan mekanisme kepatuhan negara maupun norma 

internasional mengenai hak asasi manusia perempuan dan kesetaraan gender 

global, namun kenyataannya saat ini kesenjangan digital gender masih menjadi 

permasalahan global. Hal ini dikarenakan walaupun proses penciptaan norma 

di tingkat internasional berhasil, realisasi norma di tingkat domestik jauh lebih 

sulit diimplementasikan. Dalam hal ini, kacamata lokalisasi norma mungkin 

menawarkan penjelasan mengenai bagaimana proses difusi norma hak asasi 

manusia perempuan menyebar di lingkungan baru melalui rekonstruksi norma-

norma dan kaitannya dengan realitas dan kebutuhan para pemegang hak dan 

pendukung norma. Lokalisasi norma ini merujuk pada konstruksi aktif 

terhadap norma universal baru yang muncul oleh aktor lokal guna 

menyesuaikan ide tersebut dengan kepercayaan dan praktik lokal (Acharya, 

2004). Jika diimplementasikan pada dinamika kesenjangan digital gender dan 

pemberdayaan perempuan di Korea Selatan, perspektif lokalisasi menunjukkan 

bahwa norma, mekanisme dan standar yang dikembangkan untuk mencegah 

dan mengakhiri kesenjangan digital gender tidak secara otomatis menyebar. 

Sebaliknya, norma-norma internasional tersebut diterapkan oleh “mereka” 

yang memerangi kesenjangan digital gender di tingkat lokal dimana dalam 

kasus ini adalah negara yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai cara 

dan tingkatan berbeda ke dalam istilah dan konteks budaya lokal (SARIGİL, 

2018). 
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Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan status 

perempuan melalui lokalisasi norma adalah mengadopsi berbagai bentuk 

aturan, hukum, perjanjian dan instrumen internasional lainnya mengenai TIK 

dan pemberdayaan perempuan ke dalam rencana kebijakan domestiknya. 

Berbagai aturan internasional ini kemudian disusun sebagai bentuk komitmen 

dunia internasional mengenai isu kesetaraan gender maupun pemberdayaan 

perempuan sebagai salah satu norma internasional. Misalnya PBB yang 

diketahui telah membuat kerangka legislatif dan kelembagaan yang semakin 

diperkuat sejak 1945 dalam mencapai kesetaraan gender diseluruh sistem. 

Kerangka kerja ini termasuk piagam PBB, the Commission on the Status of 

Women (CSW), the Convention on the Elimination of All Form of 

Discrimination Againts Women (CEDAW), Resolusi Majelis Umum, 

Deklarasi dan Platform Aksi Beijing pada Konferensi Dunia Keempat 

mengenai perempuan serta Agenda Pembangunan Berkelanjutan (UNSDG, 

2023).  

Adapun pada tahun 1989, Komite Penghapusan Segala Diskiriminasi 

Terhadap Perempuan mengeluarkan rekomendasi umum nomor 12 dan 

mengenai kekerasan terhadap perempuan yang mengharuskan negara anggota 

dalam melindungi perempuan dari bentuk kekerasan apapun yang terjadi dan 

memasukkan isu tersebut ke dalam kerangka diskriminasi dan pelanggaran hak 

asasi manusia. Korea Selatan sendiri diketahui merupakan salah satu negara 

yang aktif melakukan ratifikasi peraturan internasional mengenai perempuan 

dan kesetaraan gender. Korea Selatan diketahui menjadi negara ke-90 yang 

meratifikasi CEDAW. Dengan diratifikasinya CEDAW, pemerintah Korea 

Selatan berjanji dalam memberikan kesempatan dan mendorong pembangunan 

landasan sehingga perempuan memiliki peluang dalam berpartisipasi dan 

menunjukkan kemampuan mereka dalam masyarakat. Selain itu, ratifikasi 

CEDAW menjadi langkah tegas bagi Korea Selatan untuk dapat mengambil 

langkah-langkah aktif dalam menegakkan kesetaraan gender dalam berbagai 

bidang, sehingga membuat undang-undang dan kerangka peraturan yang 

menentang diskriminasi seksual dan mendorong kesetaraan gender tidak dapat 

dihindari oleh pemerintah. Misalnya, pada tahun 1991 terjadi amandemen UU 
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Keluarga yang tidak hanya mengakui garis keturunan ayah namun juga garis 

keturunan ibu. Selain itu, pada tahun 1999, pasal-pasal mengenai pelecehan 

seksual dan diskriminasi dimasukkan dalam UU Kesetaran Ketenagakerjaan 

(Youngsook-Cho, 2010).  

Dalam kaitannya dengan TIK dan pemberdayaan perempuan, telah banyak 

dikeluarkan peraturan internasional sebagai bentuk komitmen berbagai negara 

di dunia dalam membantu meningkatkan status perempuan. Deklarasi dan 

Platfrom Aksi Beijing merupakan salah satu bentuk peraturan yang diadopsi 

pada Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan dimana deklarasi ini 

menekankan adanya pemberdayaan perempuan melalui peningkatan 

pengetahuan, keterampilan, akses dan penggunaan teknologi informasi. Selain 

itu, deklarasi ini bertujuan dalam mendorong akses maupun partisipasi 

perempuan dan pengambilan keputusan di dan melalui media dan teknologi 

komunikasi. Selain itu, ditahun 2001 dikeluarkan The Action Plan of the United 

Nations ICT’s Task Force yang bertujuan dalam memfasilitasi platform guna 

menganalisis berbagai program dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, 

mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan maupun program 

lainnya yang berfokus pada kaum muda, penyandang disabilitas dan kelompok 

dengan tingkat kemiskinan tinggi dengan menggunakan bantuan TIK. Dalam 

mempersiapkan hal ini, Divisi Kemajuan Perempuan PBB bekerjasama dengan 

ITU dan the United Nations ICT’s Task Force Secretariat mengadakan 

pertemuan kelompok pakar mengenai TIK dan penggunaan maupun 

dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan di Korea Selatan pada akhir 

tahun 2002 ((UN), 2005). Dengan kebersediaan Korea Selatan menjadi tuan 

rumah menunjukkan keterbukaan dan komitmen Korea Selatan dalam 

membantu dan meningkatkan status perempuan dalam dan melalui akses dan 

penggunaan TIK (UNESCAP, 2016).  

Korea Selatan kemudian menyusun berbagai kebijakan nasional yang 

didasarkan oleh aturan dan agenda internasional mengenai pemberdayaan 

perempuan di bidang TIK. The Ministry of Gender Equality and Family 

(MOGEF) merupakan lembaga pemerintah Korea Selatan yang memiliki tugas 

utama dalam penanganan gender dengan kaitannya dalam isu informatisasi. 



8 
 

 

Upaya MOGEF dalam memberdayakan perempuan Korea Selatan melalui 

edukasi elektronik telah dimulai sejak tahun 2002 (Kim J.-s. , 2016). Kebijakan 

MOGEF yang kemudian sangat berpengaruh pada peningkatan status 

perempuan adalah pembentukan Rencana Dasar Kebijakan Perempuan yang 

diadopsi dari Deklarasi dan Platform Aksi Beijing sebagai arah kebijakan 

nasional dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang selau 

diperbaharui setiap jangka waktu lima tahun (Korea R. O., 2005). Isu 

infomatisasi dan kaitannya dengan pemberdayaan perempuan tertuang dalam 

rencana dasar kedua (2003-2007) serta rencana dasar keempat (2013-2017). 

Dalam rencana dasar keempat, terdapat isu informatisasi utama yang ditetapkan 

oleh pemerintah Korea Selatan yaitu meningkatkan kapasitas IT perempuan 

melalui identifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam menjembatani 

kesenjangan digital gender seperti penggunaan internet ataupun penggunaan 

SNS, dan pelatihan literasi TIK untuk kelompok perempuan rentan (Kim J.-s. , 

2016). Periode rencana dasar keempat kemudian memegang peranan penting 

dalam kaitannya dengan perubahan arus isu informatisasi di Korea Selatan 

karena selain merumuskan peningkatan terhadap upaya informatisasi 

perempuan, pada periode ini terdapat pula pembentukan sistem Pemerintahan 

3.0 yang kemudian menjadi pendukung bagi terlaksananya rencana dasar 

kebijakan perempuan. 

Pemerintahan 3.0 ini merupakan inisiatif pemerintahan pada masa Park 

Geun-Hye (2013-2017) yang mengambil potensi teknologi baru seperti 

Semantic Web Technology (Nam, 2019). Pendekatan pemerintah 3.0 ini 

kemudian lebih berfokus pada individu warga negara dan sangat menjunjung 

perluasan nilai demokrasi dengan penyampaian informasi publik secara proaktif 

dengan cara mendorong kontribusi aktif, komunikasi serta kolaborasi warga 

negara. Hal ini sejalan dengan tiga strategi utama dari pendekatan pemerintah 

3.0 yaitu berpedoman pada nilai-nilai keterbukaan, distribusi, komunikasi dan 

kolaborasi. Kedua, transparansi dan kompetensi. Ketiga, pelayanan yang 

berorientasi pada warga negara. Hal ini bertujuan dalam memberikan layanan 

publik yang diselaraskan bagi setiap warga negara dan berpeluang dalam 

menciptakan lapangan kerja baru hingga pertumbuhan industry. Tujuan dan 



9 
 

 

strategi dari pemerintah 3.0 ini dapat dengan mungkin dibuka melalui internet, 

telepon pinter dan teknologi canggih lainnya (Kim J.-s. , 2016). Salah satu 

bentuk upaya MOGEF yang terbukti berhasil dalam hal pemberdayaan 

perempuan adalah Women-net yang merupakan portal web kalangan perempuan 

yang berisi informasi kebijakan mengenai perempuan dan keluarga serta 

mengarahkan kepada literasi cyber-mentoring dan e-learning terkait 

pengembangan karir. Selaras dengan pendekatan pemerintah 3.0, baik portal 

web MOGEF maupun women-net dirancang agar pemerintah dapat 

berkomunikasi lebih baik terutama dengan perempuan, dapat memaksimalkan 

penyampaian informasi mengenai kebijakannya terhadap target mereka serta 

memberdayakan perempuan pada berbagai program pelatihan daring (Kim J.-s. 

, 2016).  

Selain menyusun kebijakan melalui literasi TIK, Korea Selatan kemudian 

juga membentuk e-government sebagai bentuk layanan pendukung yang 

responsif gender. Pemanfaatan konsep TIK dalam penggunaan e-government 

bagi pemberdayaan perempuan telah diakui secara luas oleh pemerintah 

internasional. Selain itu, munculnya interaksi digital dalam pemanfaatan e-

government memungkinkan adanya penjaminan keterjangkauan pembuat 

kebijakan ke kelompok terpinggirkan seperti perempuan terutama di daerah 

pedesaan serta kelompok rentan sosial lainnya. Mengikuti hal tersebut, Korea 

Selatan menjadi negara pemimpin di Asia dengan E-Government Development 

Index (EDGI) tertinggi serta diyakini menjadi salah satu negara pemimpin dan 

berpengaruh dalam penerapan e-government di dunia. Argumen ini dapat 

dilihat berdasarkan data dibawah (UNDESA, 2022).  
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Gambar 2. Leading Countries in E-Goverment Development in 2022 

Sumber: UN E-GOVERNMENT SURVEY 2022 

 
Data di atas menunjukkan bahwa Korea Selatan mendapatkan peringkat 

ketiga dalam hal EDGI ditahun 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti kapabilitas infrastruktur dan kemampuan masyarakat dalam 

mengoperasikan TIK (PANRB, 2022). Bukti lainnya yang menunjukkan 

bahwa Korea Selatan terkemuka dalam bidang e-government ditunjukkan 

dalam survey E-Government yang dilakukan oleh United Nations, Korea 

Selatan berturut-turut mendapatkan peringkat pertama antara tahun 2010 

hingga 2014 serta mendapatkan peringkat tiga besar antara tahun 2016 hingga 

2022 (UNDESA, 2010-2022).  

 

1.2 Penelitian Terdahulu 

 
 

Pada penelitian ini, penulis akan membahas mengenai lokalisasi norma 

internasional di Korea Selatan sebagai salah satu upaya negara dalam 

mendorong pemberdayaan perempuan di bidang TIK. Penelitian ini akan 

menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dapat membantu 

penulis dalam mengelaborasi tentang lokalisasi norma lebih lanjut ; 
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Pertama, dalam penelitian yang di tulis oleh Burcu Ozdemir Saragil (2018) 

yang meneliti dan mengekspolrasi mengenai lokalisasi norma internasional 

terhadap hak asasi manusia khususnya kekerasan terhadap perempuan di dua 

wilayah Turki yaitu Trabzon dan Antakya yang memiliki budaya berbeda. 

Penelitian ini menyebutkan bahwa ide dan resonansi lokal dapat 

mempengaruhi keberhasilan dari sebuah sosialisasi norma internasional. 

Dalam hal ini, aktor di tingkat lokal yaitu gerakan perempuan lokal seperti 

LSM, aktivis individu dan feminis, komisi perempuan serta platform 

perempuan lainnya diyakini memainkan peran kunci dalam menjadi perantara 

lokalisasi norma internasional. Para aktor ini kemudian menjadi perantara aktif 

melalui dua peran yaitu sebagai objek dalam melakukan apropriasi norma di 

tingkat global dengan cara pertukaran ilmu dan pengalaman yang meluas 

dikalangan gerakan perempuan serta menjadi subjek dalam menjadi 

penerjermah norma dengan cara menyusun strategi khusus dalam menerapkan 

lokalisasi norma yang tepat di setiap wilayah dengan mempertimbangan 

structural lokal (SARIGİL, 2018). 

Kedua, dalam penelitian yang ditulis oleh Arief Wicaksono dan Andi 

Burchanuddin menjelaskan mengenai lokalisasi norma internasional mengenai 

kesetaraan gender oleh Filipina dalam mencapai Suistainable Development 

Goals (SDG’s). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Filipina berada 

pada posisi masyarakat yang menjunjung tinggi patriarki dalam segala aspek 

kehidupan, namun begitu hal ini tidak menjadi penghalang bagi Filipina untuk 

mencapai dan mengimplementasikan poin-poin dari SDG’s melalui 

pelembagaan yang kuat dan tata kelola yang efektif seperti Philippine Women’s 

Commission (PCW) yang berfokus pada upaya meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam politik dan pembuatan kebijakan dan menjadi garda depan 

dalam pemrasalahan kesetetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selain 

PCW, lokalisasi lain yang dilakukan Filipina adalah Republic Act 9170- Magna 

Charta for Women (MCW) yang merupakan wujud implementasi norma 

internasional CEDAW (Wicaksono & Burchanuddin, 2023). 

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Thomas R. Eimera, Susanne Lutz dan 

Verena Schuren kemudian mencoba menjelaskan lokalisasi suatu norma 
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berdasarkan preferensi tertentu dari aktor-aktor publik dan swasta di tingkat 

domestik. Penelitian ini kemudian meneliti penerapan norma hak milik 

pengetahuan intelektual dalam the Convention on Biodiversity dan the 

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights di India 

dan Brazil. Hasilnya ditemukan bahwa kedua norma tersebut telah mengalami 

banyak modifikasi selama proses penerapan hukum dalam negeri. Selain itu 

penerapan norma internasional di dalam negeri dapat diubah penekanannya 

(aksentuasi), menambahkan tujuan lain atau diterapkan dengan tujuan yang 

menyimbang dari tujuan awal (subversi) oleh aktor-aktor domestik selama 

penafsiran yang dilakukan di dalam negeri tidak melampaui ruang gerak yang 

ditetapkan secara internasional (Eimer, Lütz , & Schüren, 2016).  

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Jung-soo Kim (2016) secara umum 

menguraikan mengenai sejarah penerapan e-government di Korea Selatan serta 

data-data terkait mengenai layanan e-government yang disediakan pada 

perempuan. Selain itu penelitian ini juga menjabarkan mengenai perubahan 

paradigma dari Pemerintah1.0 hingga Pemerintah 3.0 yang dinilai semakin 

proaktif dalam menyediakan layanan e-government bagi pemberdayaan 

perempuan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh MOGEF dalam 

mewujudkan pemeberdayaan perempuan melalui layanan e-government. 

Penulis menemukan tiga poin penting dalam penelitian ini, pertama yaitu 

sangat penting untuk melakukan kebijakan terarah dalam mengatasi 

kesenjangan digital pada kelompok kurang beruntung. Kedua, perangkat 

perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan layanan e-

government bagi perempuan. Ketiga, telepon pintar dan portal infovatif 

menciptakan awal baru bagi e-government (Kim J.-s. , 2016). 
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Table 1. Komparasi Penelitian Terdahulu 

Nama Penulis Hasil Penelitian Metode 
Penelitian 

Perpedaan dengan Skripsi 
Penulis 

Burcu 
Ozdemir 
Saragil (2018) 

Penelitian ini menyebutkan bahwa ide 
dan resonansi lokal dapat 
mempengaruhi keberhasilan dari 
sebuah sosialisasi norma 
internasional. Dalam hal ini, aktor di 
tingkat lokal yaitu gerakan perempuan 
lokal seperti LSM, aktivis individu dan 
feminis, komisi perempuan serta 
platform perempuan lainnya diyakini 
memainkan peran kunci dalam 
menjadi perantara lokalisasi norma 
internasional. 

Kualitatif 
Studi 
Kasus 

Keduanya membahas 
mengenai lokalisasi norma 
internasional mengenai 
perempuan oleh suatu 
wilayah tertentu, namun 
perbedaan terletak pada 
fokus dan topik penelitian 
dimana penulis akan 
berfokus pada lokalisasi 
norma internasional 
mengenai pemberdayaan 
perempuan pada bidang TIK 
di Korea Selatan pada 
rentang tahun 2013-2017  

Arief 
Wicaksono 
dan Andi 
Burchanuddin 
(2023) 

Hasil penelitian tersebut menyebutkan 
bahwa Filipina berada pada posisi 
masyarakat yang menjunjung tinggi 
patriarki dalam segala aspek 
kehidupan, namun begitu hal ini tidak 
menjadi penghalang bagi Filipina 
untuk mencapai dan 
mengimplementasikan poin-poin dari 
SDG’s melalui pelembagaan yang 
kuat dan tata kelola yang efektif 

Kualitatif 
Deskriptif 
Analitis 

Keduanya membahas 
mengenai lokalisasi norma 
internasional mengenai 
perempuan oleh suatu 
wilayah tertentu, namun 
perbedaan terletak pada 
fokus dan topik penelitian 
dimana penulis akan 
berfokus pada lokalisasi 
norma internasional 
mengenai pemberdayaan 
perempuan pada bidang TIK 
di Korea Selatan pada 
rentang tahun 2013-2017 

Thomas R. 
Eimera, 
Susanne Lutz 
dan Verena 
Schuren 
(2016) 

Penerapan norma internasional di 
dalam negeri dapat diubah 
penekanannya (aksentuasi), 
menambahkan tujuan lain atau 
diterapkan dengan tujuan yang 
menyimbang dari tujuan awal 
(subversi) oleh aktor-aktor domestik 
selama penafsiran yang dilakukan di 
dalam negeri tidak melampaui ruang 
gerak yang ditetapkan secara 
internasional. 

Kualitatif 
dan studi 
pustaka 

Kedua penelitian ini 
membahas lokalisasi dan 
lokalisasi norma 
internasional, namun 
perbedaan terletak pada 
fokus penelitian dimana 
penulis akan berfokus dalam 
isu pemberdayaan 
perempuan di bidang TIK di 
Korea Selatan pada rentang 
tahun 2013-2017  

Jung-soo Kim 
(2016) 

Pemerintah 3.0 dinilai semakin 
proaktif dalam menyediakan layanan 
E-Government dan kaitannya dengan 
pemberdayaan perempuan serta 
banyak upaya-upaya yang telah 
dilakukan oleh MOGEF dalam 

Kualitatif 
dan studi 
pustaka 

Keduanya membahas 
mengenai layanan E-
Government bagi 
pemberdayaan perempuan di 
Korea Selatan, namun 
perbedaan terletak pada 
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mewujudkan pemeberdayaan 
perempuan melalui layanan E-
Government. Hasil penelitian lainnya 
menunjukkan bahwa pertama yaitu 
sangat penting untuk melakukan 
kebijakan terarah dalam mengatasi 
kesenjangan digital pada kelompok 
kurang beruntung. Kedua, perangkat 
perempuan memiliki peran penting 
dalam meningkatkan layanan E-
Government bagi perempuan. Ketiga, 
telepon pintar dan portal infovatif 
menciptakan awal baru bagi E-
Government 

fokus penelitian dimana 
penulis akan berfokus pada 
rentang tahun 2013-2017 

Sumber : Olah data penulis 
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1.2 Rumusan Masalah 
 
 

Dalam kaitannya dengan TIK, Korea Selatan mendapat peringkat pertama 

dalam presentase individu pengguna internet tertinggi di antara negara-negara 

Asia Pasifik menurut data yang dihimpun oleh International 

Tellecommunication Union (ITU). Di sisi lain, kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang TIK merupakan salah satu norma 

internasional yang kini menjadi salah satu isu yang diperhatikan oleh 

komunitas global. Korea Selatan merupakan negara yang aktif mengadopsi 

aturan, hukum, perjanjian hingga instrumen internasional lainnya sebagai 

bentuk komitmen negara dalam memenuhi norma internasional. Kemudian di 

dorong oleh gerakan perempuan di tahun 1990-an seharusnya pemerintah 

Korea Selatan dapat menjembatani kesenjangan gender dalam kaitannya TIK 

dan tiga komponen utama pembentuk kesenjangan digital di Korea Selatan. 

Namun begitu, diketahui bahwasannya kesenjangan gender pada Asia Timur 

terutama Korea Selatan sangat tinggi.  

Maka dari itu, penting bagi pemerintah Korea Selatan untuk dapat 

menanggapi norma dan tekanan internasional dengan menyediakan akses dan 

peluang TIK yang sama antara laki-laki dan perempuan khsususnya pada hal 

infrastuktur, pemanfaatan dan pendidikan TIK Menilik dari latar belakang di 

atas, penelitian ini akan menarik rumusan masalah 

 “Bagaimana lokalisasi norma internasional tentang pemberdayaan perempuan 

di bidang TIK yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam membantu 

mendorong status perempuan 2013-2017 ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; 

1. Mendeskripsikan ketidaksetaraan gender dalam mengakses TIK 

khususnya dalam infrastuktur, pemanfaatan dan pendidikan di Korea 

Selatan 
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2. Mendeskripsikan lokalisasi norma internasional tentang pemberdayaan 

perempuan dan TIK yang dilakukan oleh Korea Selatan untuk 

meningkatkan status perempuan di bidang TIK pada tahun 2013-2017 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wawasan dan pengetahuan mengenai analisis gender khususnya dalam 

konteks lokalisasi norma internasional dan kaitannya dengan 

pemberdayaan perempuan di Korea Selatan.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi hingga pengetahuan baru baik kepada masyarakat, organisasi 

wanita hingga pemerintah mengenai pengimplementasian norma 

internasional ke dalam kebijakan nasional bagi pemberdayaan 

perempuan. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

rekomendasi ataupun intropeksi mengenai bagaimana seharusnya suatu 

negara dan masyarakat bertindak untuk menutup kesenjangan gender 

yang terjadi melalui tingkat fenomena TIK yang tinggi. 



  

 17 

 
 

 
 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

 
 
2.1 Landasan Teori 
 
 
       2.1.1 Socialist Feminism 

 
Terdapat banyak sekali aliran-aliran dalam studi feminisme, dan 

feminisme sosialis merupakan salah satu di antara banyaknya studi 

feminisme tersebut (Gardiner, 2008). Feminisme sosialis secara 

keseluruhan berusaha menggabungkan analisis feminis lainnya mengenai 

ketidaksetaraan gender. Analisis feminisme sosialis berusaha untuk 

menggabungkan serta mengembangkan secara lebih luas pandangan 

mengenai ekonomi perempuan, peran reproduksi sosial serta penindasan 

gender sebagai pendorong ketidaksetaran perempuan (Armstrong, 2020). 

Menurut Pat dan Hugh Armstrong (1983), ekonomi dipandang tidak 

hanya sebagai wilayah dimana suatu komoditas diproduksi namun juga 

merupakan sistem dimana semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi. 

Elemen vital dari organisasi ini yaitu produksi harian dan generasi 

individu yang sebagian besar terjadi di rumah tangga. Dalam wilayah 

tersebut, perempuan dan laki-laki telah memperluas kepentingan yang 

berbeda serta membangun hubungan kekuasaan demi tujuan tersebut. 

Maka dari itu, dasar dari penindasan perempuan dapat dieksplorasi dan 

dipahami pada berbagai cara perempuan dan laki-laki berpartisipasi pada 

produksi individu yaitu kontribusi yang tidak hanya ditentukan secara 

sosial namun juga biologis (Ferguson, 1999).  

Feminisme sosialis lahir sebagai kritik atas feminisme marxis yang 

menekankan bahwa kapitalisme sebagai satu-satunya bentuk eksploitasi 
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terhadap perempuan. Feminisme sosialis beranggapan bahwa patriarki 

memiliki kontribusi yang sama pentingnya seperti analisis marxisme 

mengenai penindasan perempuan. Namun patriarki sudah sejak lama ada 

sebelum munculnya kapitalisme (Armstrong, 2020). Di samping itu, 

feminisme sosialis berusaha untuk menganalisis kekuasaan dalam 

kaitannya dengan asal usul kelas serta akar dari patriarki. Maka dari itu, 

mereka melihat bahwa kapitalisme dan patriarki bukanlah sistem yang 

otonom melainkan sistem yang sama. Menurut para analis feminisme 

sosialis, pemahaman ideologi dalam suatu masyarakat sangat penting 

karena hubungan sosial patriarki-kapitalis dipertahankan melalui 

ideologi yang dianut masyarakat tersebut (Eisenstein, 1979). Alexandra 

Kollantai, dalam bukunya yang berjudul The Social Basis of the Woman’s 

Question (1908) berargumen bahwa perempuan merupakan kelompok 

kelas yang terbagi di dalam kapitalisme. Menurutnya, kepemilikan 

pribadi merupakan penyebab utama dalam penindasan perempuan. Maka 

dari itu, kebebasan perempuan memiliki banyak hal yang tidak dapat 

dicapai hanya dengan keterlibatan mereka sebagai pekerja maupun 

pemungutan suara yang menjamin kebebasan mereka. Tanpa kontribusi 

aktif moralitas, seksualitas serta keluarga yang membentuk sosialisme 

negara, maka perempuan tidak akan pernah mencapai kebebasan penuh 

mereka (Armstrong, 2020).  

Landasan pemikiran dan politik dari feminisme sosial dan marxis 

secara keseluruhan terhubung dengan analisis ekonomi dan sistem kelas. 

Penggabungan penelitian marxis mengenai ekonomi, kelas dan 

kapitalisme serta penekanan feminis sosialis pada nilai guna dan 

eksploitasi perempuan dalam sistem global telah banyak menghasilkan 

penelitian mengenai ekonomi politik gender global. Penelitian 

konseptual di bidang gender dan ekonomi politik kemudian menunjukan 

bahwa persepsi terhadap peran yang tepat bagi laki-laki dan perempuan 

maupun kelas yang menyertainya dapat memenuhi dan menyusun banyak 

jenis keputusan dan aktivitas pribadi. Selain itu, reporoduksi dan 



19 
 

 

kehormatan keluarga membuka banyak sekali lahan bagi tenaga kerja 

murah bahkan gratis (Zalewski, 2018).   

Di sisi lain, feminis sosialis menganggap bahwa ketidaksetaraan 

perempuan pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari struktur 

ketidakadilan kelas, ras, gender, seksual, lingkungan maupun militaris. 

Mereka menganggap bahwa kelompok yang mencakup anggota dari 

berbagai ras dan jenis kelamin bersifat interseksional sehingga penting 

dalam memahami gender, ras, hingga disabilitas sebagai kesatuan yang 

membentuk identitas individu dan tidak dapat dipisahkan. Walaupun para 

feminis sosialis seringkali berfokus pada permasalahan kelas pekerja dan 

antirasis, namun mereka tidak menutup dan menolak struktur hierarkis 

yang lebih luas (Gordon, 2016).  

Pada negara-negara sosialis seperti China, Eropa Timur hingga Uni 

Soviet, para analis feminisme sosialis berusaha untuk memperluas 

dukungan negara mengenai kesetaraan dan keadilan akses perempuan ke 

hak, sumber daya serta mencoba merombak “gender” sebagai nilai-nilai 

sosial yang bermakna. Sedangkan pada Amerika Serikat dan Eropa Barat, 

feminisme sosialis menekankan pada patriarki sebagai kekuasaan yang 

secara absolut membentuk kehidupan kaum perempuan (Armstrong, 

2020). Menurut Karim (2011), mayoritas dari aktivis feminisme sosialis 

berusaha mengupayakan dukungan negara bagi orang-orang kelas 

terpinggirkan dengan menjelaskan bahwa negara telah memberikan 

solusi namun dengan motif politik mereka. Di sisi lain, Laclau dan 

Mouffe (1985) berpendapat bahwa penindasan perempuan adalah 

kekuatan ideologis yang menghasilkan makna “perempuan” sebagai 

ketagori penundukan sehingga berakibat pada penindasan terhadap 

perempuan (Armstrong, 2020). Feminisme sosialis menekankan 

pentingnya ekonomi, sosial dan budaya yang melihat perempuan sebagai 

seseorang yang melahirkan, merawat orang yang sakit, mensosialisasikan 

anak, tenaga kerja emosional, serta tempat peristirahatan bagi laki-laki 

dari dunia kerja. Namun, kaum feminisme sosialis menyayangkan bahwa 
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peran penting perempuan terkadang diabaikan dan direndahkan (Graf, 

2012). 

Perspektif teori feminisme sosialis ini digunakan penulis dalam 

mendeskripsikan mengenai kesenjangan digital gender di Korea Selatan 

dengan melihat karakter gender yang dibentuk oleh perempuan sebagai 

suatu kelompok. Kacamata teori feminisme sosialis ini juga dapat 

membantu penulis dalam melihat bagaimana seharusnya perempuan 

sebagai satu kelas atau kelompok dapat setara dengan laki-laki dalam 

mengakses sumber daya TIK khususnya dalam hal infrastuktur, 

pemanfaatan dan pendidikan serta bagaimana seharusnya kontribusi 

masyarakat dan negara untuk menghilangkan patriarki dan membantu 

perempuan dalam mencapai kebebasannya khususnya dalam 

mendapatkan akses sumber daya TIK. 

 
 
 
     2.1.2  Norm Localization 
 
 
 

Penyebaran dan penciptaan norma baru di tingkat internasional 

seringkali membawa difusi norma pada negara-negara di dunia. Difusi 

norma kemudian seringkali terjadi pada platform internasional melalui 

advokasi para pembuat norma. Kemudian melalui proses persuasi dan 

konsensus, norma ini disusun ke dalam dokumen hukum internasional 

baik berupa perjanjian, konvensi, piagam, deklarasi dan lainnya.   

Namun, agar difusi norma baru tersebut dapat sukses untuk 

diimplementasikan maka norma-norma internasional tersebut harus 

dapat diterima terlebih dahulu ditingkat lokal. Dalam hal ini, lokalisasi 

maupun sosialisasi negara menjadi penting dalam membantu 

menyebarkan dan menciptakan norma baru tersebut. Lokalisasi norma 

ini dapat menyesuaikan norma internasional yang kemudian berperan 

sebagai perantara antara tingkat global, nasional serta lokal (SARIGİL, 

2018).  
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Kacamata lokalisasi norma banyak dipengaruhi oleh asumsi 

konstruktivis mengenai konstitusi timbal balik antara agen dan struktur 

dalam menyusun norma-norma universal tertentu secara sosial dan dalam 

menciptakan inter subjektivitas. Karena pengaruh asumsi konstruktivis, 

kacamata lokalisasi norma jauh dari pemahaman statis sehingga norma 

universal maupun norma lokal didefinisikan sebagai proses yang dapat 

dibangun yang kemudian terus diwujudkan berdasarkan praktik sehari-

hari yang dilakukan oleh agen-agen lokal.  Lokalisasi diyakini 

merupakan proses yang dinamis dimana norma internasional ditafsirkan 

kembali agar lebih relevan dan dapat digunakan secara maksimal di suatu 

negara tertentu. Lokalisasi kemudian bertujuan dalam memperkuat 

kerangka norma universal tertentu melalui pertimbangan opini dari 

berbagai masyarakat dunia serta praktik dari norma universal tersebut 

(SARIGİL, 2018).  

Studi konstruktivis mengenai norma cenderung berpusat pada kasus 

transformasi moral dimana norma internasional yang “baik” lebih 

berkuasa daripada keyakinan atau praktik lokal yang “buruk”.   Maka 

dari itu, ide atapun norma internasional dapat menghasilkan perubahan 

institusional di suatu negara (Acharya, 2004). Acharya mengartikan 

lokalisasi norma sebagai konstruksi aktif melalui pembingkaian, 

pencangkokan, dialog serta seleksi budaya terhadap norma universal 

baru yang muncul oleh aktor lokal guna menyesuaikan ide tersebut 

dengan kepercayaan dan praktik lokal. Hal ini karena keyakinan, norma 

dan praktik yang telah hadir sebelumnya dalam konteks regional ataupun 

lokal tidak memungkinkan adanya penerimaan ide-ide dan norma asing 

namun tidak juga mengakibatkan penolakan secara langsung dan 

menyeluruh terhadap norma tersebut (SARIGİL, 2018). Norma-norma 

asing ini kemudian dibangun dan disesuaikan dengan kerangka normatif 

yang sudah ada sebelumnya dengan norma-norma global baru yang 

muncul (Acharya, 2004).  

Lokalisasi norma kemudian dapat digunakan dalam mengeksplorasi 

bagaimana norma-norma menyebar melalui sistem internasional, dari 
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global ke lokal serta antar kawasan. Misalnya, penyebaran norma hak 

asasi manusia dapat dilihat melalui kerangka pemikiran lokalisasi 

dimana kerangka norma lokal yang ada dan berlaku secara resmi 

sebelumnya dapat memegang peranan penting dalam menghasilkan 

variasi dalam penerimaan maupun pelembagaan norma tersebut di 

berbagai wilayah. Selain itu, lokalisasi dapat menjelaskan berbagai 

kondisi yang memungkinkan opini swasta dan publik dari agen lokal 

dalam membentuk proses difusi norma serta mengidentifikasi jenis 

lokalisasi yang dihasilkan (Acharya, 2004). Proses tersebut dapat 

dijelaskan melalui hal ini, norma-norma yang telah disusun dan 

disepakati secara global tidak secara otomatis ditafsirkan ke dalam 

peraturan ataupun undang-undang domestik. Kemudian, berbagai 

literatur kemudian menyebutkan adanya faktor internasional dan 

domestik yang mempengaruhi implementasi dari norma global tersebut. 

Walaupun tatanan kekuatan internasional dan tekanan politik 

memainkan peran penting, namun banyak literatur berpendapat bahwa 

penerapan norma internasional sangat bergantung pada adaptasinya 

dengan sikap yang berlaku dari aktor-aktor dalam negeri. Sehingga aktor 

dalam negeri dapat memanfaatkan peluang ini untuk menentukan 

preferensi mereka sendiri. Aktor-aktor dalam negeri dapat mengubah 

penekanannya, melengkapi tujuan tambahan hingga menerapkan norma 

global tersebut dengan tujuan yang menyimpang dari tujuan awal. 

Lokalisasi kemudian menjadi pertimbangan penting dalam implentasi 

kebijakan suatu negara kerena walaupun kebijakan lokal tertentu sangat 

didukung dalam konteks domestik, namun penerapan kebijakan tersebut 

akan menjadi sangat rapuh jika ide kebijakan tersebut tidak diterima 

secara internasional (Eimer, Lutz, & Schuren, 2016). 

Menurut Amitav Archarya, terdapat empat kondisi yang kemudian 

menjadi standar penilaian terjadinya proses difusi dan upaya lokalisasi 

norma yaitu pra-lokalisasi, insiatif lokal, adaptasi serta universalisasi. 

Dalam istilah lain, kondisi ini diyakini sebagai tahap perlawanan dari 

aktor lokal, tahap pembingkaian, tahap pemangkasan norma 
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internasional ke domestik dan tahap penerapan dan praktik baru 

berdasarkan norma eksternal yang telah disesuaikan dengan norma 

domsetik (Acharya, 2004). 

Proses lokalisasi ini memegang peranan yang penting dalam 

membentuk sejauh mana norma-norma internasional dan tata kelola 

global dilembagakan pada tingkat nasional maupun sub-nasional. 

Asumsi lokalisasi norma ini kemudian lebih mengarah pada 

pengembangan hipotesis yang lebih umum antara mekanisme terjadinya 

lokalisasi norma dan situasi dimana norma-norma internasional 

kemungkinan besar akan dilembagakan dengan fokus khusus mengenai 

pentingnya proses kesesuaian normatif dan kognitif yang dapat dibangun 

antara norma internasional dan keyakinan atau praktik budaya lokal. 

Tetapi, proses dan penerapan lokalisasi norma yang terjadi akan berbeda 

di setiap wilayah. Misalnya argumen-argumen yang disampaikan oleh 

penekanan konstruktivis pada konsep lokalisasi norma perlu di adaptasi 

kembali untuk konteks politik yang bercirikan gaya politik kerakyatan 

dan demokratis (Winanti & Hanif, 2020). 

Meskipun para pembuat kebijakan negara menganggap suatu 

perjanjian internasional selaras dengan preferensi mereka, namun seiring 

berjalannya waktu yang terjadi di antara ratifikasi dan implementasi di 

dalam negeri memungkinkan adanya redifinisi dan reorientasi kebijakan 

publik. Karena adanya ketidaksesuaian kepentingan dalam negeri dan 

ide-ide yang dibawa oleh norma internasional dapat menjelaskan 

munculnya proses lokalisasi yan dilakukan oleh aktor dalam negeri demi 

menyesuaikan ide internasional tersebut dengan kepentingan mereka. 

Menurut jurnal yang berjudul “Varieties of Localization: International 

Norms and the Commodification of Knowledge in India and Brazil” 

terdapat empat bentuk lokalisasi yaitu (Eimer, Lütz , & Schüren, 2016); 

1. Adopsi, yang berarti noma internasional diimplementasikan di 

konteks domestik tanpa perubahan yang berarti 

2. Aksentuasi, yang berarti norma internasional dapat ditafsirkan 

ulang di konteks domestik selama penerapannya dimana aturan 
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dan hukum dalam negeri dapat memberikan penekanan pada 

aspek-aspek tertentu. 

3. Penambahan, yang berarti suatu norma internasioal mengalami 

perubahan yang cukup signifikan dimana penerapan hukumnya 

memerlukan tujuan tambahan yang berada diluar teleologis 

rumusan internasional. 

4. Subversi, yang berarti suatu norma internasional diterapkan 

namun unsur-unsur subtansial dari peraturan dalam negeri 

bertentangan dengan ide yang dibawa norma internasional 

tersebut.  

Konsep lokalisasi norma internasional terutama yang dikemukakan 

oleh Amitav Acharya dapat membantu penulis dalam mengeksplorasi 

dan menganalisis lokalisasi norma internasional oleh Korea Selatan 

dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan di bidang TIK. Selain 

itu, empat bentuk lokalisasi terutama bentuk “adopsi” dapat digunakan 

oleh penulis dalam melihat apakah lokalisasi norma yang dilakukan oleh 

Korea Selatan ini dapat menafisirkan norma internasional tentang 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan baik sehingga 

mengeluarkan hasil yang dapat meningkatkan status perempuan Korea 

Selatan dengan efektif dan dapat menciptakan hasil pembangunan yang 

lebih baik bagi perempuan melalui adopsi dan penjaminan norma-norma 

internasional mengenai kesetaraan gender. 

 
 
 

2.2 Landasan Konseptual 

 
2.2.1  Women Empowerment 

   
 

 
Isu kesetaraan gender semakin menjadi prioritas tujuan kebijakan. 

Mengikuti hal tersebut terdapat dua perspektif yang muncul mengenai 

kepedulian kesetaraan gender yaitu pembangunan perempuan dan 
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pemberdayaan perempuan. Definisi mengenai “pemberdayaan” 

seringkali menjadi perdebatan oleh banyak ahli, Caroline Moser (1993) 

mendefinisikan konsep pemberdayaan sebagai redistribusi kekuasaan. 

Tetapi, definisi tersebut kemudian mendatangkan banyak kritik karena 

definisi “kekuasaan” yang juga menjadi sebuah perdebatan. Kemudian, 

Kate Young (1993) merangkum konsep pemberdayaan dari individu ke 

perspektif politik dan berargumen bahwa pemberdayaan menyediakan 

peluang bagi perempuan untuk mengendalikan dan mengatur hidup 

mereka sendiri hingga mendesak negara untuk mendukung perubahan 

dalam masyarakat. Dengan kata lain pemberdayaan merupakan 

perubahan signifikan dari proses dan struktur yang bertanggung jawab 

atas status rendah perempuan dalam kelompok masyarakat karena 

adanya potensi transformatif. Marilee Karl (1995) melalui pandangan 

feminis lebih lanjut mengkaitkan pemberdayaan dengan hak kontrol dan 

partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hingga pada akhirnya, istilah 

tersebut kemudian berakhir pada pembentukan lembaga pembangunan 

seperti organisasi internasional (Rahman, 2013).  

Menurut United Nations, pemberdayaan perempuan memiliki lima 

unsur penting yaitu harga diri perempuan, hak memiliki dan menentukan 

pilihan, hak mengatur kehidupan mereka, hak akses ke peluang dan 

sumber daya serta memiliki kemampuan dalam mempengaruhi arah 

perubahan sosial secara nasional dan internasional (Taneja, 2018). 

Kemudian pada tahun 1980-an para ahli feminis mulai melibatkan hak-

hak perempuan pada agenda pembangunan internasional. Hal ini 

memberikan pengaruh besar pada penyebaran agenda kesetaraan gender 

dan pemberdayaan perempuan dalam prioritas pembangunan baik negara 

maupun organisasi. Dalam karya-karya aktivis feminis tahun 1980 dan 

awal 1990-an terdapat gagasan bahwa pemberdayaan bukanlah sesuatu 

yang dapat diberikan oleh orang lain namun tentang pengakuan 

ketidaksetaraan dalam kekuasaan dan menegaskan akan adanya hak 

kepemilikan dan bertindak secara individual sehingga bersama-sama 

mewujudkan perubahan demi kesetaraan yang lebih besar. Hal ini 



26 
 

 

kemudian dijelaskan oleh Batliwala dan Kabeer dalam karyanya 

mengenai norma sosial yang tertanam dan menjadi sumber kuat 

ketidaksetaraan perempuan sehingga diperlukan juga apa yang disebut 

dengan “pemberdayaan dari dalam” (Cornwall & Rivas, 2015). Dalam 

kacamata feminis, pemberdayaan dipandang sebagai sebuah proses yang 

melibatkan pengorganisasian mendiri perempuan semaksimal mungkin 

sehingga dapat memungkinkan mereka dalam melakukan mobalisasi 

guna melakukan perubahan transformatif dalam struktur subordinasi dan 

membebaskan perempuan dari subjugasi. Maka dari itu, pemberdayaan 

feminis memerlukan adanya upaya dari tingkat individu, organisasi 

hingga sosial (Biewener & Bacque, 2015).  

Resolusi PBB yang baru-baru ini disusun kemudian menjelaskan 

lebih lanjut bahwasannya partisipasi perempuam yang setara dengan 

laki-laki dalam semua tingkat pengambilan keputusan sangat penting 

dalam mencapai perdamaian, demokrasi hingga pembangunan 

berkelanjutan. PBB kemudian lebih lanjut mendorong semua negara 

anggota dan mitranya untuk melakukan investasi sistemik dalam 

menjamin keterwakilan perempuan yang setara dalam kebijakan luar 

negeri, diplomasi maupun pada seluruh bidang pengambilan keputusan. 

Hal ini dikarenakan alasan bahwa permasalahan-permasalahan sosial 

yang kompleks saat ini tidak dapat diselesaikan kecuali perempuan 

terwakilan dalam meja kepemimpinan secara setara dan prinsip 

kesetaraan gender diimplementasikan di seluruh lapisan masyarakat 

(UNDP, 2023). Selain itu mendorong pembangunan dan pembuatan 

kebijakan, kesetaraan gender dan pemberdayaan kemudian penting 

dalam meningkatkan produktivitas ekonomi serta meningkatkan hasil 

pembangunan bagi generasi yang akan datang serta menjadikan lembaga 

dan kebijakan lebih representatif (Revenga & Shetty, 2012).  

Konsep ini dapat membantu penulis dalam memahami lebih jelas 

mengenai apa itu pemberdayaan perempuan dan bagaimana isu tersebut 

menjadi prioritas pembangunan negara. Selain itu, melalui konsep ini 

penulis juga dapat mengeksplorasi bagaimana isu ketidaksetaraan gender 
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akhirnya diperjuangkan dan berubah menjadi isu pemberdayaan 

perempuan.  

 
 
 

2.3 Kerangka Pemikiran 
 
 
 

Perempuan diketahui selalu menjadi kelompok terpinggirkan baik dalam 

mendapat pendidikan, kesempatan kerja, partisipasi politik pendapatan hingga 

akses ke sumber daya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti sosial-

budaya, pendidikan dan sebagainya. Stigma yang dilekatkan pada perempuan 

berdampak bagi kehidupan perempuan yang merugikan dalam banyak hal. 

Salah satunya berdampak pada keterbatasan perempuan dalam mengakses TIK 

baik dalam hal infrastruktur, pemanfaatan dan pendidikan. Kesenjangan digital 

ini turut mempersempit peluang bagi perempuan untuk meningkatkan 

kemampuan mereka dalam kaitannya dengan kontribusi bagi keluarga mereka 

maupun komunitas global. Maka dari itu penelitian ini berusaha melihat 

bagaimana peran negara dalam menutup ketidaksetaraan gender yang ada 

tersebut melalui kebijakan yang dikeluarkannya dimana hal ini mengacu pada 

mengadopsi berbagai bentuk aturan, hukum, perjanjian dan instrumen 

internasional lainnya mengenai TIK dan pemberdayaan perempuan ke dalam 

rencana kebijakan domestiknya.  

Dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai “Bagaimana lokalisasi 

norma internasional tentang pemberdayaan perempuan di bidang TIK yang 

dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam membantu mendorong status 

perempuan 2013-2017?”, penulis akan meneliti terlebih dahulu mengenai 

kesenjangan digital gender menggunakan teori Feminisme Sosialis yang 

berusaha untuk menganalisis bagaimana kesenjangan gender sebagai 

penindasan struktural dan bagaimana seharusnya perempuan sebagai satu kelas 

ekonomi dapat setara dengan laki-laki. Kemudian, penulis juga menggunakan 

teori Lokalisasi Norma dalam melihat difusi dan lokalisasi norma internasional 

dalam bentuk adopsi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam 
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meningkatkan status perempuan. Selain menggunakan kedua teori tersebut, 

penelitian ini juga akan menggunakan landasan konseptual yaitu pemberdayaan 

perempuan dalam mendukung argumen-argumen yang dikemukakan oleh 

kedua teori tersebut. 

Dalam menyederhanakan penjelasan serta menghubungkan permasalahan 

penelitian dan teori maupun konsep yang dipakai, penulis mencoba membuat 

kerangka pemikiran seperti berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Kerangka Pemikiran 

Kesenjangan digital gender 
di Korea Selatan 

Lokalisasi Norma Internasional 
mengenai pemberdayaan 
perempuan di bidang TIK 

 

Feminisme Sosialis 

Pra-lokalisasi Inisiatif Lokal Adaptasi Amplifikasi 

Norma-norma 
yang sudah 
mengakar seperti 
patriarki masih 
lebih bergema di 
masyarakat 
sehingga menjadi 
salah satu 
tantangan yang 
menghambat 
proses lokalisasi 
norma. 

mantan presiden Kim- 
Dae Jung menjadi 
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perempuan MOGEF 
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pelatihan di bidang 
TIK pada bidang 
STEM dan jeda karir. 
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III. METODE PENELITIAN 
 

 
 
 

3.1 Jenis Penelitian 
 
 
 

Metode penelitian merupakan salah satu alat dan teknik dalam melakukan 

penelitian. Metode penelitian menawarkan berbagai macam cara seperti 

mengumpulkan, menyortir serta menganalisis data agar menghasilkan sebuah 

kesimpulan dengan validalitas tertentu dengan dasar yang kuat. Selain itu, 

sangatlah penting untuk memilih metode yang tepat untuk setiap jenis 

penelitian agar memberikan hasil dan manfaat yang terbaik (Walliman, 2011). 

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian 

kualitatif biasanya akan bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deksriptif 

memiliki tujuan utama dalam menjelaskan suatu variable dengan keadaan yang 

sebagaimana adanya (M & Alok, 2017). Data yang dihasilkan nantinya dari 

penelitian kualitatif akan memiliki peran penting dalam pengujian suatu teori 

dan konsep. 

Kebanyakan dari studi kualitatif memberikan penjelasan rinci deskriptif dan 

detail mengenai apa yang terjadi dalam cakupan penyelidikan. Penjelasan rinci 

ini digunakan dalam menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dari 

suatu fenomena atau perilaku sosial. Di sisi lain, penelitian kualitatif biasanya 

melihat kehidupan sosial dari segi proses, misalnya dengan menunjukkan suatu 

peristiwa dari waktu ke waktu. Menurut Bryman, salah satu karaktersitik utama 

dari penelitian kualitatif adalah kecenderungannya dalam menggunakan kata-

kata daripada angka (Bryman, 2012). Karena keunggulannya yang dapat 

memberikan deskripsi tekstual yang kompleks, penelitian kualitatif diyakini 

sangat efektif dalam mengidentifikasi faktor sosial yang tidak bewujud seperti 

norma sosial, peran gender dan lainnya (Mack, Woodsong, MacQueen, Guest, 
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& Namey, 2005). Jenis penelitian kualitatif ini dapat membantu penulis dalam 

menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai lokalisasi norma 

internasional mengenai TIK khususnya dalam hal infrastruktur, pemanfaatan 

dan pendidikan yang dilakukan oleh Korea Selatan sebagai salah satu pencipta 

tren digitalisasi di dunia dalam membantu meningkatkan status perempuan.  

 
 

 
3.2 Fokus Penelitian 
 
 
 

Agar cakupan penelitian tidak terlalu luas dan analisis dapat lebih 

dipertajam, penulis menggunakan fokus penelitian dalam menentukan batasan 

penelitian serta memperjelas cakupan penelitian. Penelitian ini berfokus pada 

deskripsi mengenai lokalisasi norma internasional mengenai TIK yang 

dilakukan oleh Korea Selatan dalam membantu memberdayakan perempuan 

dalam bentuk “adopsi”. Hal ini dikarenakan bahwa dalam melakukan adopsi 

ataupun ratifikasi berbagai advokasi internasional mengenai pemberdayaan 

perempuan dan TIK, pemerintah Korea Selatan tidak melakukan perubahan 

yang berarti dalam kebijakan domestiknya. Hal ini berarti bahwa norma-norma 

yang terkandung dalam advokasi internasional tersebut sudah sesuai dengan 

preferensi aktor-aktor lokal di Korea Selatan.  

Dalam menjelaskan hal tersebut, penelitian ini kemudian mendeskripsikan 

terlebih dahulu bagaimana situasi kesenjangan digital gender khususnya dalam 

hal infrastruktur, pemanfaatan dan pendidikan di Korea Selatan yang nantinya 

akan berpengaruh pada adanya perumusan dan perencanaan perspektif 

kesetaraan gender oleh Korea Selatan melalui lokalisasi norma internasional 

yang telah dibentuk sebelumnya oleh komunitas global. Penelitian ini 

kemudian memiliki jangka waktu dari tahun 2013-2017 dimana pada periode 

ini Fourth Basic Plans on Women’s Policy dan penerapan Government 3.0 

dilakukan di Korea Selatan.  

Adapun landasan pemikiran dan pemilihan Fourth Basic Plans on Women’s 

Policy dilandaskan bahwa dalam perencanaan ini upaya-upaya informatisasi 
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perempuan seperti peningkatan kapasitas TIK bagi perempuan, penemuan 

solusi untuk menjembatani kesenjangan digital gender, serta pelatihan literasi 

TIK untuk kelompok perempuan rentan semakin ditingkatkan dari 

sebelumnya. Sistem Government 3.0 di Korea Selatan kemudian akhirnya 

menjadi sebuah pendukung bagi basic plan tersebut dimana dalam sistem ini 

terdapat inisiatif baru bagi pemerintah dimana informasi publik sangat terbuka 

kepada publik, selain itu penerapan sistem ini juga lebih berorientasi pada 

individu selaku warga negara dan bertujuan dalam menyediakan layana publik 

yang telah disesuaikan dengan warga negara yang kemungkinan dibuka 

melalui internet ataupun telepon pintar. Hal ini tentunya akan mempermudah 

adopsi perumusan berbagai upaya, kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan 

pemerintah Korea Selatan. 

 
 
 

3.3 Jenis dan Sumber Data 
 
 
 

 Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dimana jenis data ini 

merupakan analisis data dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam 

pengumpulan data tersebut, misalnya peneliti mendapat data tersebut dari 

perantara individu maupun dari dokumen-dokumen (Abdussamad, 2021). Data 

sekunder berarti data yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti lain sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan 

triangulasi data data dalam menguji validalitas atau keabsahan data. 

Triangulasi data yang kemudian digunakan secara lanjut oleh Denzin (1970) 

merujuk pada suatu pendekatan yang menggunakan beberapa pengamat, 

perspektif teoritis, sumber data dan metodologi, yang kemudian penekanannya 

cenderung pada sumber data dan metode penyelidikan (Bryman, 2012). 

Triangulasi sumber data yang berbeda dilakukan dengan memeriksa bukti dari 

sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi yang 

sejalan dengan tema. Ketika tema ditetapkan berdasarkan pemusatan beberapa 

sumber data atau perspektif partisipan, maka proses ini diyakini dapat 

menambah validalitas penelitan (Creswell & Creswell, 2018). Adapun data-
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data utama yang akan digunakan oleh penulis yaitu laporan tahunan dari 

Kementerian The Ministry of Gender Equality and Family, lembaga LSM 

Korea Selatan seperti the Korean Women’s Association United, penelitian 

ilmiah dari berbagai organisasi internasional seperti United Nation, OECD, UN 

Women, ITU, serta situs berita Korea Selatan yang membahas topik penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 
 

 Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dalam 

sebuah penelitian dalam kaitannya dengan mendapatkan data yang relevan dan 

memenuhi kriteria data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis kemudian 

menggunakan teknik dokumentasi atau studi pustaka. Dokumentasi merupakan 

salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif yang menganalisis dokumen 

yang dibuat oleh peneliti sendiri ataupun dibuat oleh orang lain. Menurut 

Arikunto (2000) teknik dokumentasi adalah pencarian data tentang suatu hal 

atau variasi berupa catatan, buku, transkrip, majalah, surat kabar, prasasti, 

raport, notulensi, leger dan lainnya (Abdussamad, 2021). Dokumen-dokumen 

yang digunakan oleh penulis tentunya telah disesuaikan dengan judul 

penelitian guna melengkapi, menganalisis hingga mendukung argumentasi 

penulis. 

 
 

3.5 Teknik Analisis Data 
 
 
 

Analisis data merupakan suatu proses dalam melakukan pencarian dan 

penyusunan secara sistematis mengenai data yang telah diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi/ studi pustaka, melalui cara 

pengorganisiran data ke dalam kategori, penjabaran kedalam unit-unit, 

melakukan sintesis, penyusunan kesuatu pola, pemilihan prioritas serta 
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pembuatan simpulan sehingga jelas dan mudah dimengerti (Abdussamad, 

2021). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik atau langkah-

langkah analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Bryman (2012). 

Adapun langkah-langkah tesebut yaitu; 

1. Pertanyaan Umum Penelitian 

Pertanyaan penelitian dilakukan oleh penulis agar penelitian tersebut 

memiliki substansi yang lebih terarah, jelas dan dapat dengan mudah 

dipahami baik oleh penulis maupun pembaca. Terkadang, pertanyaan 

penelitian dapat ditemukan pada pernyataan umum mengenai orientasi 

artikel. Adapun pertanyaan umum penelitian pada penelitian ini adalah 

“Bagaimana lokalisasi norma internasional tentang pemberdayaan 

perempuan di bidang TIK yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan 

dalam membantu mendorong status perempuan 2013-2017?” yang berusaha 

menjelaskan mengenai lokalisasi norma internasional oleh pemerintah 

Korea Selatan dengan bentuk adopsi, penafsiran dan implementasi advokasi 

internasional melalui berbagai pembuatan kebijakan dengan tujuan untuk 

memerdayakan perempuan di bidang TIK dalam hal infrastruktur, 

pemanfaatan dan pendidikan. 

2. Pemilihan Situs atau Subjek yang Relevan 

Pemilihan subjek digunakan oleh penulis dalam membantu membuat 

batasan pada fokus penelitian agar menjadi lebih spesifik. Dalam penelitian 

ini penulis berfokus pada negara Korea Selatan sebagai subjek penelitian 

karena Korea Selatan diketahui sebagai pencipta tren digitalisasi di Asia dan 

merupakan salah satu negara dengan presentase individu pengguna internet 

di kawasan Asia Pasifik. 

3. Pengumpulan Data 

Literatur menjadi penting dalam membantu menginformasikan ide-ide 

teoritis yang muncul dari data sebagai cara dalam mengkontekstualisasikan 

signifikan temuan. Data-data yang digunakan penulis bersumber dari data 

sekunder yang relevan dengan judul penelitian seperti publikasi ilmiah dari 

United Nations atau International Telecommunnication Union, artikel dari 

portal resmi MOGEF dan lainnya.  
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4. Interpretasi Data 

Data-data yang telah terkumpul di tahap sebelumnya kemudian 

diinterpretasikan atau ditafsirkan oleh penulis untuk menemukan temuan 

kunci sebelum akhirnya dianalisis. Pada bagian ini, penulis akan 

memaparkan hasil penelitan yang berasal dari data-data kualitatif serta data 

sekunder dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan penulis. Adapun 

temuan-temuan kunci yang didapatkan penulis berputar pada lokalisasi 

norma internasional mengenai kesetaraan gender, pemberdayaan 

perempuan di bidang TIK oleh Korea Selatan, kebijakan TIK yang berdasar 

oleh advokasi internasional dan lainnya. 

5. Analisis Konseptual dan Teoritikal 

Pada tahap ini, analisis konseptual dan teoritikal yang dipadukan dengan 

interpretasi data akan membentuk hasil atau temuan penelitian. Dalam 

proses analisis, akan sangat mungkin terjadi penyempitan kespesifikan 

pertanyaan penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data lebih 

lanjut yang kemudian di interpretasikan dan dianalisis kembali. Pada tahap 

ini, penulis menggunakan dua teori utama yaitu teori Feminisme Sosialis 

guna menganalisis kesenjangan digital gender di Korea Selatan. Penulis 

juga menggunakan teori konsep Lokalisasi Norma dalam menganalisis 

penafsiran norma internasional oleh Korea Selatan dalam memberdayakan 

perempuan di bidang TIK.  

6. Penulisan Hasil/ Kesimpulan 

Setelah melakukan tahapan analisis konseptual dan teoritikal, penulis 

mendapatkan hasil penelitian atau simpulan penelitian yang digunakan 

dalam menjawab pertanyaan penelitian di awal. Di tahap ini kredibiltas 

interpretasi data sangat penting. Pada tahap ini, penulis menyimpulkan 

bahwa budaya patriarki merupakan kunci dari adanya kesenjangan digital 

gender dan berdampak pada adanya ketidakmaksimalan penerapan 

lokalisasi norma internasional di Korea Selatan. Selain itu, pemerintah 

mengeluarkan beberapa kebijakan yang menekankan pada beberapa aspek 

dan bidang di tahun 2013-2017 sebagai bentuk implementasi adopsi 

advokasi dan norma internasional. 
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Untuk dapat memahami secara lebih sederhana mengenai Teknik analisis data, 

peneliti mencoba membuat visualisasi berdasarkan pendapat Bryman (2012) 

seperti dibawah ini.  

 

 

Gambar 4. Proses Penelitian Kualitatif 

Sumber: Bryman (2012) 

 
 

Pertanyaan Penelitian

Pemilihan Situs atau 
Subjek yang Relevan

Pengumpulan Data

Interpretasi Data

Analisis Konseptual dan 
Teoritikal

Penulisan Hasil/ 
Kesimpulan

Penyempitan 
Kespesifikan Pertanyaan 
Penelitian 

Pengumpulan Data Lebih 
Lanjut 



 
 

 

 
 
 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

 
 
5.1 Kesimpulan  
 
 

 

Korea Selatan diketahui menjadi salah satu negara dengan tingkat dan 

fenomena TIK yang tinggi dan berhasil menjadi salah satu negara pelopor tren 

digitalisasi di Asia. Selain itu, Korea Selatan juga telah menjadi salah satu 

negara yang aktif mengadopsi berbagai advokasi berbagai norma internasional 

menegnai pemberdayaan perempuan di bidang TIK. Namun begitu, 

kesenjangan digital gender masih menjadi fenomena sosial yang masih sangat 

tinggi yang terjadi pada kelompok perempuan Korea Selatan. Kesenjangan 

digital di Korea Selatan terjadi dari berbagai bentuk penindasan seperti gender, 

kelas dan juga etnis. Perempuan, khususnya mereka yang berasal dari daerah 

terpencil, kelompok minoritas serta kelas sosial bawah memiliki akses dan 

peluang yang lebih terbatas terhadap TIK dibandingkan laki-laki. Adanya 

struktur budaya patriarki dan diskriminatif terutama dalam hal pendapatan dan 

pendidikan kemudian memperkuat terjadinya kesenjangan digital gender. Hal 

ini kemudian mempengaruhi perempuan sebagai kelompok ekonomi dalam 

memiliki kemampuan dan kontrol atas TIK yang setara dengan laki-laki 

terutama dalam hal infrastruktur, pemanfaatan maupun pendidikan TIK. 

Terdapat empat kondisi yang menjadi tolak ukur terjadinya proses lokalisasi 

norma yaitu pra-lokalisasi, inisiatif lokal, adaptasi dan amplifikasi. Dalam 

proses pra-lokalisasi, struktur patriarki yang ada dalam budaya keluarga Korea 

Selatan menjadi hambatan terlaksananya lokalisasi norma internasional. Hal 

ini disebabkan bahwa adanya pembagian peran gender yang kemudian 

akhirnya membatasi perempuan dalam mengakses dan peluang ke TIK. Dalam 

konteks domestik, beberapa aktor lokalpun memandang bahwa norma 
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internasional baru mengenai pemberdayaan perempuan dan TIK tidak sesuai 

dengan nilai tradisional yang ada mengingat bahwa konsep TIK yang juga 

bersifat sosial.  

Kemudian pada proses inisiatif lokal, mantan presiden Kim-Dae Jung 

merupakan tokoh penting yang kredibel dalam mendukung pratisipasi sosial 

perempuan dan strategi pengarusutamaan gender yang kemudian secara aktif 

mendukung informatisasi sebagai salah satu hak asasi manusia perempuan. 

Pada saat itu juga, terdapat tujuan politik Korea Selatan untuk membuka negara 

ke panggung internasional menggunakan isu promosi perempuan. Pada tahap 

ini kemudian terbentuk lembaga negara perempuan bernama MOGEF yang 

menjadi institusi utama negara yang mengatasi isu perempuan. 

Di proses adaptasi, terdapat beberapa advokasi internasional yang kemudian 

di adopsi ke tingkat domestik seperti Beijing Declaration and Platform for 

Action, Piagam PBB, the Convention on the Elimination of All Form of 

Discrimination Againts Women (CEDAW), Sustainable Development Goals 

(SDGs) serta dari berbagai pertemuan pada forum internasional dalam 

mendukung aksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

TIK seperti World Summit on the Information Society (WSIS), Expert Group 

Meeting (EGM) ataupun Majelis Umum PBB.   

Terakhir, yaitu pada proses amplifikasi terjadi penerapan dan praktik baru 

berdasarkan norma eksternal yang telah disesuaikan dengan norma domsetik 

khususnya pada periode tahun 2013-2017. Pada periode tersebut, MOGEF 

sebagai mesin kebijakan perempuan utama mengeluarkan The Fourth Basic 

Plan on Women’s Policy dimana mayoritas kebijakan yang dikeluarkan 

berfokus pada pada komponen pendidikan daripada komponen infrasruktur dan 

pemanfaatan sebagai tiga komponen pembentuk kesejangan digital di Korea 

Selatan. Adapun komponen pendidikan kemudian menekankan untuk 

mendukung, mempromosikan dan mengembangkan, serta mendampingi 

perempuan dalam bentuk edukasi dan pelatihan di bidang TIK. Adapun bidang 

yang ditekankan oleh pemerintah dalam penekanan aspek tersebut yaitu bidang 

STEM atau sains dan teknologi serta bidang ketenagakerjaan seperti 

pencegahan jeda karir dan pemulihan kerja. Selain itu, pemerintah juga 



 
 

 

85 

memanfaatkan e-government merupakan sebagai salah satu kebijakan 

pendukung informatisasi yang menekankan pada isu keamanan dan 

keselamatan perempuan.  

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan kemudian 

membawa dampak positif bagi perempuan Korea Selata dengan cara 

meningkatkan harga diri serta keterlibatan mereka khususnya dalam hal 

infrastruktur, pemanfaatan internet maupun pendidikan yang diketahui sebagai 

tiga komponen utama pembentuk kesenjangan digital di Korea Selatan. 

Walaupun telah membawa dampak positif bagi perempuan, namun 

kesenjangan digital gender masih menjadi fenomena sosial yang lumrah 

ditemui dalam kalangan masyarakat Korea Selatan. Dalam kaitannya dengan 

lokalisasi norma internasional, disebutkan bahwa lokalisasi norma oleh agen 

negara seperti pemerintah akan berhasil jika diikuti oleh adanya kerjasama dari 

masyarakat sipil. Namun begitu, budaya patriarki yang telah mengakar pada 

tradisi masyarakat Korea Selatan menjadi tantangan tersendiri dalam kaitannya 

dengan penerapan lokalisasi norma internasional. 

 

 

5. 2 Saran 

 

Melalui penelitian ini, peneliti menganjurkan beberapa saran baik kepada 

otoritas pembuat kebijakan di Korea Selatan maupun peneliti dan akademisi 

Hubungan Internasional lain yang memiliki topik serupa ataupun tertarik pada 

isu pemberdayaan perempuan dan kaitannya dengan lokalisasi norma 

internasional di bidang TIK di Korea Selatan. 

a. Peneliti menyarankan kepada otoritas pembuat kebijakan di Korea 

Selatan untuk dapat memperhitungkan efek gender yang berbeda pada 

laki-laki dan perempuan. Selain itu, semenjak faktor sosial budaya 

seperti budaya patriarki menjadi salah satu akar penyebab keterbatasan 

perempuan mengakses TIK maka penting bagi pemerintah untuk dapat 

menutup ketidaksetaraan gender di tingkat masyarakat sebelum 
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mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan perempuan melalui 

berbagai layanan yang ditawarkan. Selain itu, peneliti menyarankan 

pada pada otoritas pembuat kebijakan di Korea Selatan untuk dapat 

memperluas aspek dan bidang penekanan pada lokalisasi norma 

intenasional sehingga tidak hanya terbatas pada edukasi dan pelatihan 

bidang TIK mengingat bahwa infrastruktur dan pemanfaatan internet 

juga merupakan komponen utama pembentuk kesenjangan digital. 

b.  Dalam kaitannya dengan layanan e-goverment, penting untuk dapat 

mempromosikan e-government yang responsif gender pada setiap 

institusi pemerintah sehingga layanan e-government tidak hanya 

terbatas pada keamanan perempuan namun juga mencakup kesempatan 

pada bidang lainnya seperti ekonomi hingga politik. Peneliti juga 

menyarankan kepada akademisi Hubungan Internasional untuk dapat 

mengeksplorasi lebih jauh mengenai layanan e-government dan 

kaitannya dengan pemberdayaan perempuan di Korea Selatan 

mengingat bahwa negara tersebut merupakan pemimpin tren e-

government di Asia maupun dunia.  
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